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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas strategi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kota Gunungsitoli, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi proses 
rekrutmen dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan pedoman 
yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKPSDM Gunungsitoli 
menjalankan tahapan rekrutmen secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan, 
pendaftaran, seleksi berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), hingga wawancara dan 
pengangkatan. Prinsip meritokrasi dan transparansi diadopsi untuk menjamin bahwa 
proses pengadaan PNS dilakukan secara adil, dengan orientasi pada kompetensi. 
Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan anggaran, 
kesenjangan antara kuota formasi pusat dan kebutuhan lokal, serta infrastruktur 
teknologi yang belum memadai. Kendala-kendala ini berpotensi memengaruhi kualitas 
dan kelancaran rekrutmen, serta ketersediaan tenaga kerja dalam sektor-sektor publik 
yang membutuhkan. BKPSDM telah menerapkan serangkaian strategi untuk mengatasi 
tantangan tersebut, seperti analisis beban kerja berkala untuk menentukan prioritas 
kebutuhan tenaga kerja, koordinasi dengan instansi pusat, serta pemanfaatan teknologi 
informasi melalui portal SSCASN dan CAT. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui 
edukasi, penyediaan posko di wilayah terpencil, dan forum komunikasi juga 
diimplementasikan untuk memastikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Gunungsitoli berkomitmen untuk 
meningkatkan efisiensi rekrutmen PNS guna mendukung pelayanan publik yang lebih 
baik. Dengan strategi perencanaan yang tepat dan berkelanjutan, BKPSDM diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan SDM berkualitas, yang sesuai dengan tuntutan pelayanan 
publik di Kota Gunungsitoli. 
 
Kata kunci: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Perencanaan Sumber Daya Manusia, 
BKPSDM Gunungsitoli, Efisiensi Rekrutmen, Kendala dan Strategi.  

 
 

Abstract 

 
This research discusses the planning and implementation strategy of Civil Servant (PNS) 
procurement by the Civil Service and Human Resources Development Agency 
(BKPSDM) of Gunungsitoli City, focusing on the effectiveness and efficiency of the 
recruitment process in the face of various obstacles faced. Based on the guidelines set by 
the National Civil Service Agency (BKN), BKPSDM Gunungsitoli carries out the 
recruitment stages systematically from needs analysis, registration, *Computer Assisted 
Test* (CAT) based selection, to interviews and appointment. Principles of meritocracy 
and transparency are adopted to ensure that the civil servant procurement process is 
conducted fairly, with an orientation towards competence. The research also identified 
a number of constraints, including budget limitations, gaps between central formation 
quotas and local needs, and inadequate technological infrastructure. These constraints 
have the potential to affect the quality and smoothness of recruitment, as well as the 
availability of manpower within the public sectors in need. 
BKPSDM has implemented a series of strategies to overcome these challenges, such as 
periodic workload analysis to determine priority manpower needs, coordination with 
central agencies, and utilization of information technology through the SSCASN and CAT 
portals. In addition, community involvement through education, provision of posts in 
remote areas, and communication forums are also implemented to ensure accessibility 
and information disclosure. The results showed that BKPSDM Gunungsitoli is 
committed to improving the efficiency of civil servant recruitment to support better 
public services. With appropriate and sustainable planning strategies, BKPSDM is 
expected to be able to meet the needs of quality human resources, which are in 
accordance with the demands of public services in Gunungsitoli City. 
 
Keywords: Civil Servant Procurement, Human Resource Planning, BKPSDM 
Gunungsitoli, Recruitment Efficiency, Constraints and Strategies. 
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A. Pendahuluan 
 

Dalam menghadapi perkembangan pesat serta dinamika pemerintahan modern, 
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting untuk memastikan 
kelancaran operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2007, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung 
pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pelayan, pemberdaya, serta 
peningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, 
diperlukan manajemen SDM yang baik, terutama dalam perencanaan pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang dapat mendukung efektivitas pelayanan publik. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi 
prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Kepala daerah memiliki peran utama dalam mengelola 
urusan pemerintahan, yang memerlukan perencanaan SDM secara cermat, mulai dari tahap 
rekrutmen hingga pengembangan kompetensi. Seperti yang dijelaskan oleh Tani Hani Handoko 
(2008), perencanaan SDM merupakan rangkaian kegiatan dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, 
hingga pengembangan untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi. Langkah awalnya adalah 
analisis kebutuhan yang cermat untuk menyesuaikan kapasitas SDM dengan tujuan organisasi. 
Sementara itu, Hasibuan (2017) menambahkan bahwa perencanaan SDM mencakup metrik-
metrik penting seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan kedisiplinan, 
yang semuanya berkontribusi dalam membangun tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. 

Riset oleh Lestari et al. (2021) menyoroti pentingnya perencanaan SDM yang 
komprehensif, terutama di Kabupaten Kediri, di mana manajemen SDM dan transparansi dalam 
pengadaan barang serta lingkungan birokrasi yang efisien menjadi faktor utama untuk 
mencapai penyerapan anggaran yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
perencanaan yang matang berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan 
efektivitas penggunaan anggaran. Tidak hanya berfokus pada jumlah pegawai, perencanaan ini 
juga mencakup posisi, tanggung jawab, dan keterampilan spesifik yang diperlukan untuk 
mendukung strategi organisasi. 

Di Indonesia, pengadaan PNS diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara. UU ini mengatur prinsip-prinsip pengadaan yang adil, objektif, dan 
transparan demi menciptakan tenaga PNS yang kompeten dan bebas dari korupsi. Namun, 
proses ini tidak lepas dari tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan kendala teknis, 
seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Computer Assisted Test 
(CAT), yang sudah diimplementasikan sejak 2014 untuk meningkatkan transparansi seleksi. 
Beberapa peserta di Kepulauan Nias, misalnya, merasa kurang familiar dengan CAT karena 
minimnya akses terhadap simulasi yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan tes 
berbasis teknologi tersebut. 

Selain itu, penyebaran informasi pengadaan PNS di beberapa daerah, terutama yang 
memiliki keterbatasan jaringan internet, sering kali mengalami kendala. Hal ini menunjukkan 
bahwa belum semua wilayah dapat mengakses informasi secara tepat waktu, yang menghambat 
masyarakat dalam mengikuti proses seleksi. Riset Hutto & Wheeler (2023) menunjukkan bahwa 
keterbatasan penguasaan teknologi ini dapat berdampak signifikan pada kemampuan peserta 
dalam menjalani ujian berbasis CAT. 

Permasalahan selanjutnya terkait anggaran pengadaan PNS di Kota Gunungsitoli. 
Walaupun potensi SDM di daerah ini cukup besar, keterbatasan anggaran menjadi hambatan 
yang signifikan. Terakhir kali Kota Gunungsitoli mengadakan penerimaan PNS pada tahun 2018, 
dan dengan adanya rekomendasi dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2024, Kota Gunungsitoli 
diwajibkan membuka formasi baru. Apabila tidak diadakan, terdapat ancaman sanksi dari 
Kemenpan RB yang akan mempengaruhi penyediaan layanan publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi 
perencanaan SDM dalam konteks pengadaan PNS. Dengan dukungan peraturan yang berlaku, 
termasuk UU Nomor 20 Tahun 2023, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi 
yang relevan untuk merancang strategi perencanaan SDM yang efektif dan efisien, terutama 
dalam mengatasi kendala teknis dan anggaran. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu 
mendorong terciptanya sistem pengadaan PNS yang transparan dan kompetitif serta 
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mendukung pembangunan SDM yang mampu menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan 
modern. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Perspektif Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya di Kota Gunungsitoli”. 
 
B. Metodologi 

 
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, di mana pendekatan ini dipilih untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang diatributkan oleh individu atau kelompok 
terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell dalam Amruddin, 2022). Penelitian 
kualitatif memungkinkan proses pengumpulan data di lingkungan alami dan penginterpretasian 
data secara fleksibel. Berbagai strategi pengumpulan data diterapkan, termasuk wawancara 
mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini 
melibatkan aspek-aspek yang kompleks dan kontekstual, yang sulit diukur secara kuantitatif, 
sehingga metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam 
tentang persepsi, makna, dan interpretasi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini bertujuan 
mengembangkan teori baru mengenai fenomena yang diteliti, suatu tujuan yang lebih cocok 
dicapai melalui pendekatan kualitatif. Fleksibilitas dalam metode kualitatif juga penting, 
terutama saat desain dan prosedur penelitian perlu disesuaikan selama proses berlangsung. 
Sifat dinamis dari interaksi sosial, sikap, nilai, dan konteks budaya yang berkaitan dengan 
fenomena yang diteliti menjadi pertimbangan dalam memilih jenis penelitian ini. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kota Gunungsitoli, yang berlokasi di Jalan Pancasila Nomor 14, Kecamatan 
Gunungsitoli, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini relevan dengan fokus penelitian yang terkait 
dengan manajemen kepegawaian di daerah ini. Dalam pelaksanaannya, jadwal penelitian diatur 
secara terperinci untuk memastikan tahapan penelitian berjalan secara sistematis, efisien, dan 
tepat waktu. Jadwal tersebut mencakup tahapan dari perencanaan, pengumpulan data, analisis 
data, hingga penyusunan dan penyampaian laporan akhir. Jadwal ini disusun untuk membantu 
kelancaran proyek penelitian dengan penugasan waktu pelaksanaan dan tanggung jawab secara 
jelas. 

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang relevan untuk 
memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual (Haryono, 2023). Data primer 
diperoleh langsung dari partisipan melalui wawancara dan observasi langsung, serta rekaman 
atau dokumen pribadi yang berkaitan. Data primer ini penting untuk memberikan informasi 
autentik dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Koyan, 2022; Rukin, 2022). 
Sementara itu, data sekunder diambil dari literatur, dokumen, laporan, data statistik, dan 
sumber tertulis lainnya yang relevan. Sumber data sekunder membantu memperkaya 
pemahaman dan menyediakan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti (L.J. 
Moleong, 2022). Beberapa dokumen regulasi seperti UUD Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait lainnya di tingkat daerah turut digunakan sebagai 
bagian dari sumber data sekunder untuk memperkuat data primer. 

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan individu atau kelompok yang dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan informasi utama yang mendalam mengenai 
fenomena yang diteliti (L.J. Moleong, 2022). Informan penelitian ini terdiri dari beberapa 
pejabat di Kantor BKPSDM Kota Gunungsitoli, termasuk Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala 
Bidang Pengadaan dan Mutasi, serta staf lainnya yang relevan. Mereka dipilih karena 
pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam fenomena yang menjadi fokus penelitian, 
sehingga memberikan informasi yang kaya dan deskriptif. 

Sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri bertindak sebagai 
instrumen penelitian, yang memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data. Kehadiran 
peneliti di lapangan memungkinkan interaksi langsung dengan lingkungan penelitian, baik 
dengan subjek manusia maupun non-manusia, serta merekam data selama proses penelitian 
berlangsung (Maulida, 2020). Selain itu, instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, alat 
tulis, dan perekam suara juga digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. 
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Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, yang dianggap penting dalam penelitian kualitatif (Ardiansyah et 
al., 2023). Observasi dilakukan untuk memahami situasi alami secara lebih rinci dan akurat, 
sementara wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan keterangan langsung dari 
informan dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya (Fadli, 2021). Selain itu, 
dokumentasi membantu dalam mengumpulkan data yang berasal dari berbagai dokumen 
tertulis, seperti buku dan sumber lain yang relevan, yang memberikan informasi tambahan 
untuk memperkuat data dari observasi dan wawancara (Nanda, 2023). 

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari 
tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & 
Huberman, 1994). Proses reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pemilahan data sesuai 
dengan relevansi untuk tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan melalui berbagai bentuk 
seperti tabel, diagram, dan grafik untuk memudahkan analisis hubungan antar data dan 
identifikasi temuan-temuan kunci. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan/verifikasi, di 
mana peneliti menelaah pola, hubungan, atau temuan yang muncul dari data, lalu 
mengkonfirmasinya melalui metode seperti triangulasi untuk memastikan keakuratan temuan. 
Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan relevansi yang kuat bagi 
tujuan penelitian. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

 
Dalam proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gunungsitoli, berbagai kendala turut 
mempengaruhi efektivitas serta efisiensi pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang sering 
dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Musgrave (1959), 
keterbatasan anggaran merupakan masalah klasik yang kerap dialami pemerintah daerah, 
terutama di wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Manalu et al. (2022) 
menambahkan bahwa meskipun BKPSDM Kota Gunungsitoli memiliki sumber daya manusia 
yang cukup, kualitas SDM tersebut masih perlu ditingkatkan agar proses rekrutmen dapat 
berjalan dengan lebih optimal (Eddyono et al., 2021; Manalu et al., 2022). Akibat dari 
keterbatasan anggaran ini, jumlah formasi yang dapat dibuka dalam pengadaan CPNS menjadi 
terbatas, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan riil di sektor pelayanan publik. 

Selain kendala anggaran, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan 
signifikan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Menurut Carr dan Littman (2008), 
penerapan teknologi dalam manajemen SDM dapat meningkatkan efisiensi proses seleksi. 
Namun, di Kota Gunungsitoli, keterbatasan akses internet menyebabkan pelamar kesulitan 
mengakses portal SSCASN secara online, yang pada akhirnya menimbulkan keterlambatan 
dalam pendaftaran. Berdasarkan teori infrastruktur publik dari Niskanen (1971), kurangnya 
infrastruktur yang memadai akan memperlambat pengadaan pegawai dan memengaruhi 
kualitas layanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, BKPSDM Kota Gunungsitoli membuka 
posko pendaftaran offline sebagai solusi sementara, meskipun hal ini tidak dapat sepenuhnya 
mengatasi akar permasalahan terkait infrastruktur (Sandra et al., 2021; Suroso, 2022). 

Kendala lainnya yang dihadapi adalah perubahan kebijakan nasional yang tidak selalu 
selaras dengan kondisi lokal. Edwards (1980), dalam teorinya tentang implementasi kebijakan 
publik, mengemukakan bahwa kondisi lokal yang berbeda-beda sering kali menghambat 
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara terpusat. Di Kota Gunungsitoli, perubahan 
regulasi seperti batas usia atau kualifikasi pendidikan pelamar PNS memaksa BKPSDM untuk 
melakukan penyesuaian mendadak. Hal ini menunjukkan adanya rigiditas dalam sistem 
birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Weber (1947), sehingga BKPSDM harus melakukan 
koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan 
lokal. Proses penyesuaian kebijakan ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang 
cukup besar (Gunawan, 2017; Mustofa et al., 2018). 

Keterbatasan sumber daya manusia di BKPSDM sendiri juga merupakan kendala yang 
memengaruhi kelancaran proses rekrutmen. Dessler (2015) menyatakan bahwa keterbatasan 
tenaga profesional dalam proses rekrutmen dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi seleksi. 
Di Kota Gunungsitoli, keterbatasan tenaga profesional menyebabkan beban kerja yang tinggi 
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pada staf yang ada, yang akhirnya memengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan 
administrasi pengadaan PNS. 

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menuntut BKPSDM Kota Gunungsitoli untuk 
terus meningkatkan kapasitas internalnya, berinovasi dalam mengatasi keterbatasan yang ada, 
dan berkoordinasi secara efektif dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, proses pengadaan 
PNS diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi 
pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Kota Gunungsitoli, demi mendorong 
peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik di wilayah ini. 

Untuk menambah kejelasan mengenai strategi yang diterapkan BKPSDM Kota Gunungsitoli 
dalam mengatasi kendala pengadaan PNS, maka peneliti memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif melalui gambar fishbone, sebagai berikut: 

 

Gambar: Fishbone Diagram Pengadaan PNS Di Kota Gunungsitoli 
 

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gunungsitoli 
menerapkan pendekatan strategis yang mencakup lima aspek utama: anggaran, teknologi, 
internal, sosialisasi, dan partisipasi.  

Strategi anggaran diawali dengan melakukan analisis beban kerja berkala untuk 
menentukan formasi yang dibutuhkan. Hal ini diikuti dengan koordinasi yang intensif dengan 
instansi pusat, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna memastikan ketersediaan 
anggaran yang memadai untuk pengadaan PNS. Dengan anggaran yang tepat sasaran, BKPSDM 
dapat menyesuaikan proses seleksi PNS dengan kebutuhan daerah secara efektif. 

Di bidang teknologi, BKPSDM memanfaatkan portal SSCASN dan sistem Computer Assisted 
Test (CAT) untuk mempercepat proses pendaftaran dan seleksi. Namun, mengingat 
keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah, BKPSDM juga memberikan pelatihan dan 
sosialisasi intensif kepada calon pelamar di daerah-daerah terpencil. Upaya ini bertujuan agar 
semua pihak dapat mengakses proses seleksi secara adil dan setara, tanpa terhambat oleh 
keterbatasan teknologi. 

Selanjutnya, strategi internal difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
(SDM) di BKPSDM. Pelatihan khusus diberikan kepada staf BKPSDM untuk meningkatkan 
keterampilan mereka dalam menjalankan proses seleksi yang efektif dan efisien. Selain itu, 
pengawasan dan pemantauan ketat dilakukan pada setiap tahap proses seleksi, dengan tujuan 
untuk menjaga transparansi dan objektivitas dalam setiap keputusan rekrutmen. 

Dalam strategi sosialisasi, BKPSDM aktif melakukan edukasi masyarakat mengenai proses 
pendaftaran, baik melalui platform online maupun offline. Posko-posko dibuka di wilayah-
wilayah terpencil untuk memperluas aksesibilitas dan memfasilitasi partisipasi publik, sehingga 
masyarakat memahami prosedur pendaftaran serta persyaratan yang berlaku. Dengan 
demikian, BKPSDM memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang 
setara untuk berpartisipasi dalam seleksi. 

Terakhir, strategi partisipasi melibatkan penguatan forum komunikasi untuk menerima 
umpan balik dari masyarakat. BKPSDM juga mengadakan survei kepuasan masyarakat dan 
melakukan pengumuman hasil seleksi secara terbuka, yang bertujuan untuk mendorong 
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akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Langkah ini merupakan wujud komitmen BKPSDM 
terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan PNS. 

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang diterapkan oleh BKPSDM Kota 
Gunungsitoli ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam mengoptimalkan anggaran, 
teknologi, serta komunikasi yang responsif terhadap kondisi lokal. Dengan strategi-strategi ini, 
BKPSDM berusaha menciptakan proses rekrutmen yang lebih transparan, efektif, dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

 
D. Kesimpulan 

 
Penelitian mengenai “Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia: Perspektif Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya di Kota 
Gunungsitoli” menyimpulkan beberapa hal penting terkait proses dan strategi yang diterapkan 
oleh BKPSDM Kota Gunungsitoli.  

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota 
Gunungsitoli dilaksanakan dengan sistematis dan terencana sesuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKPSDM melaksanakan proses rekrutmen ini mulai 
dari analisis kebutuhan formasi, pendaftaran, seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), 
wawancara, hingga pengangkatan PNS. Setiap tahap dilakukan dengan menerapkan prinsip 
meritokrasi dan transparansi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen 
berjalan secara adil dan berdasarkan kompetensi. Dengan demikian, hasil dari proses ini adalah 
sumber daya manusia yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dalam sektor 
pelayanan publik. 

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh BKPSDM 
dalam pelaksanaan pengadaan PNS, seperti keterbatasan anggaran, kuota formasi yang kurang 
sesuai dengan kebutuhan riil, dan infrastruktur teknologi yang masih terbatas. Kendala-kendala 
ini bisa memengaruhi kelancaran dan kualitas proses seleksi serta ketersediaan tenaga kerja 
yang diperlukan dalam sektor-sektor vital pelayanan publik. Kendala anggaran seringkali 
membuat proses seleksi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, sementara kuota formasi 
yang ditetapkan oleh pusat kadang tidak selaras dengan kebutuhan lokal, sehingga tidak semua 
sektor pelayanan mendapat tenaga yang memadai. 

Untuk menghadapi kendala tersebut, BKPSDM Kota Gunungsitoli telah merumuskan 
berbagai strategi guna meningkatkan efisiensi pengadaan PNS. Beberapa langkah strategis yang 
dilakukan antara lain melakukan analisis beban kerja secara berkala agar kebutuhan tenaga 
kerja dapat direncanakan dengan lebih akurat. BKPSDM juga meningkatkan koordinasi dengan 
pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih tepat. Di 
sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem SSCASN dan CAT tidak hanya 
mempercepat proses seleksi, tetapi juga membantu menjangkau calon pelamar di wilayah yang 
sulit dijangkau. Lebih jauh lagi, BKPSDM melibatkan masyarakat melalui edukasi dan posko di 
wilayah terpencil, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi. 

Secara keseluruhan, BKPSDM Kota Gunungsitoli menunjukkan komitmen yang kuat untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan PNS. Upaya ini diharapkan dapat 
mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat di Kota Gunungsitoli. Penelitian ini menyoroti bahwa dengan pengadaan yang 
terencana, kendala yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap, sehingga tujuan akhir untuk 
menyediakan SDM berkualitas bagi sektor pelayanan publik dapat tercapai. 
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